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PEMERINTAH KABUPATEN BARRU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU 
NOMOR  9  TAHUN  2013 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

BARRU NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN 
DAERAH SETIA KARYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARRU, 
 
Menimbang  : a. bahwa perlunya pengambilan kebijakan untuk melakukan 

pembubaran perusahaan dengan memperhatikan situasi dan 

kondisi atas eksistensi dan kinerja  Perusahaan Daerah Setia 

Karya yang tidak lagi berjalan sehingga Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor : 4 Tahun 1997 

tentang Pendirian Perusahaan Daerah Setia Karya Kabupaten 

Daerah Tingkat II Barru perlu dicabut; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

padahuruf a, perlumenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Barru tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Barru Nomor  4 Tahun 1997 tentang 

Pendirian Perusahaan Daerah Setia Karya Kabupaten Daerah 

Tingkat II Barru perlu dicabut; 

 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 
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3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1962 

Nomor10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor2387); 

4. Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4279);z 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang 

Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusatdan 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005  tentang 

Pengelolaan Keuangan    Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor  41  Tahun  2007  tentang 

Organisasi Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun 2007  Nomor  89,  Tambahan Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia Nomor 4741); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia Tahun  2010  Nomor  123,  Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13  Tahun  2006  

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah,  

sebagaimana telah diubah beberapa  kali  terakhirdengan 

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13  

Tahun  2006  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten 

BarruTahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru Nomor 1); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten BarruNomor 8 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten BarruTahun 

2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Barru Nomor 6); 
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Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARRU 

dan 
BUPATI BARRU 

 
  MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN   DAERAH   TENTANGPENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU NOMOR : 
4 TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH 
SETIA KARYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU. 

 
 

Pasal 1 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor : 4 Tahun 1997 

tentang Pendirian Perusahaan Daerah Setia Karya Kabupaten Daerah Tingkat II 

Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor : 12 Tahun 

1997 Seri D Nomor 11)  dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 
 

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, maka Perusahaan Daerah Setia Karya dibubarkan dan 

dibentuk Panitia Likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal 3 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Barru. 

Ditetapkan  di Barru 

pada tanggal 22 Agustus 2013 

BUPATI BARRU, 
       

ttd 

ANDI IDRIS SYUKUR 
 

Diundangkan di Barru 

pada tanggal 22 Agustus 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU, 
 
 ttd 
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2013 NOMOR  9      
 


